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a. Data PNS yang diusulkan mutasi pada Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Kementerian Agama dan Sistem Informasi Aparatur
Sipil Negara (SIASN) wajib dalam kondisi terkini dan
valid; dan

b. Pejabat yang berwenang menetapkan mutasi tidak
menindaklanjuti usul dan tidak menetapkan
keputusan mutasi yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PNS yang telah 
ditetapkan dalam jabatan manajerial administrator dan 
jabatan manajerial pengawas dilaporkan kepada Kepala Biro 
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. 

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: 
a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun

2022 tentang Tata Cara Pengusulan Penetapan
Administrator dan Pengusulan Persetujuan Penetapan
Pengawas di Lingkungan Kementerian Agama; dan

b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun
2022 tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kementerian Agama; dan

c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE. 2 Tahun
2023 tentang Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
Ke Dalam Lingkungan Kementerian Agama,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Mei 2024 

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA, 

MUHAMMAD ALI RAMDHANI
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g. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi
Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

7. Penetapan Dalam Jabatan Fungsional
Penetapan Dalam Jabatan Fungsional melampirkan persyaratan:
a. rekomendasi persetujuan dari Pimpinan Satuan Kerja Pembina

Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama;
b. hasil evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai kinerja PNS

pada Satuan Kerja yang bersangkutan;
c. SPT JM yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja, paling

rendah menduduki jabatan JPT Pratama yang membidangi
kepegawaian;

d. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan
oleh Pimpinan Satuan Kerja, paling rendah menduduki jabatan
JPT Pratama yang membidangi kepegawaian; dan

e. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam:
1} Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 ten tang Jabatan
Fungsional; dan

2} Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka
Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan
Fungsional.

8. Pencantuman Gelar Pendidikan
Pencantuman Gelar Pendidikan melampirkan persyaratan:
a. SPTJM yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja, paling

rendah menduduki jabatan JPT Pratama yang membidangi
kepega waian;

b. Keputusan Calon PNS;
c. Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
d. Surat Ijin Belajar /Tugas Belajar;
e. salinan ijazah dan Transkrip Nilai;
f. salinan Sertifikat Akreditasi Program Studi perkuliahan; dan
g. hasil penilaian kesetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi

luar negeri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi.

SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN AGAMA, 

MUHAMMAD ALI RAMDHANI  
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